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“….. dan berbuat baiklah ( kepada orang lain ) 

Sebagaimana Allah telah berbuat baik Kepadamu ….” 

( QS. Al-Qashah : 77 ) 
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ABSTRAK 

 

Siswati. 2024. Prosedur Pemabgian Tugas Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo. 

HKI, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo, Dosen Pembimbing Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si dan Dosen 

Penguji I Drs. Bambang Triono, M.Si dan Dosen Penguji II Irvan Ridho, S. AP.,M.Si 

 

  

Pembagian tugas dalam sebuah organisasi merupakan faktor penting agar visi dan misi 

organasisasi tersebut tercapai, pembagian tugas yang tidak merata antara pegawai satu dengan 

yang lainnya membuat tugas-tugas tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik dan terpat 

waktu. 

Penulis telah melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif-kualitatif , dengan 

melakukan observasi dan wawancara terhadap pegawai di sekretariat DPRD Kabupaten 

Ponorogo terutama kepada pegaiwau non ASN,  penulis menemukan pelimpahan tugas sering 

terjadi kepada pegawai non ASN, pegawai non ASN di berikan tugas untuk mengerjakan tugas 

pokok dan fungsi ASN, sehingga pegawai non ASN sering melakukukan dua pekerjaan 

sekaligus.   

Oleh karena itu prosedur pembagian tugas pada Sekretariat DPRD Ponorogo perlu 

dirumuskan agar setiap unit atau bagian memiliki tanggung jawabnya masing-masing sesuai 

dengan fungsinya. Pembagian tugas yang baik akan membantu memperlancar arus kerja, 

meningkatkan produktivitas, dan menghindari tumpang tindih tanggung jawab antar pegawai. 

 

Kata Kunci : Pembagian tugas, Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, Proses pembagian 

tugas 
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ABSTRACT 

 

Siswati. 2024. Procedure for Assignment of Duties to the Ponorogo Regency DPRD 

Secretariat. HKI, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, 

Muhammadiyah University of Ponorogo, Supervisor Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si and 

Examiner Lecturer I Drs. Bambang Triono, M.Si and Examining Lecturer II Irvan Ridho, S. AP., 

M.Si 

 

 

The distribution of tasks within an organization is a crucial factor for achieving the 

organization's vision and mission. Unequal task allocation among employees can hinder the 

completion of tasks efficiently and on time. 

The author conducted research using a descriptive-qualitative method, involving 

observation and interviews with employees at the Secretariat of the Regional People's 

Representative Council (DPRD) of Ponorogo Regency, especially non-civil servant (ASN) 

employees. The study revealed that task delegation was often skewed towards non-ASN 

employees, assigning them responsibilities for both the core tasks and functions of ASN. As a 

result, non-ASN employees frequently find themselves handling two jobs simultaneously. 

Therefore, it is proposed that task distribution procedures at the Secretariat of DPRD 

Ponorogo be formulated to ensure each unit or department has its own responsibilities in line 

with its functions. A well-organized task distribution will facilitate workflow, enhance 

productivity, and prevent overlapping responsibilities among employees. 

 

Keywords: Task distribution, Secretariat of the Regional People's Representative Council 

(DPRD) of Ponorogo Regency, Task distribution process. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di dalam suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta lainnya, faktor 

manusia merupakan unsur yang terpenting dalam pencapaian tujuan. Tujuan tersebut dapat 

tercapai apabila orang-orang yang bekerja mempunyai efektivitas dan efisiensi yang tinggi 

sehingga pada akhirnya para pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan 

mencapai target yang diharapkan.  

Menurut Kurniawan “efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi 

(operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak 

adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya”. (Kurniawan, 2005:109) Menurut 

Sedarmayanti “efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. 

Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin 

efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah 

dan lebih cepat. Maka perlu adanya program dalam efektivitas dan efisiensi agar perilaku 

individu dalam organisasi mempunyai sikap yang baik, mampu berprestasi dan mempunyai 

efektivitas dan efisiensi kerja yang tinggi”. (Sedarmayanti, 2014:22) 

Demikian pula dengan efektivitas dan efisensi kerja pegawai di Sekretariat DPRD 

Kabupaten Ponorogo, dimana berdasarkan observasi penulis terdapat beberapa indikasi yang 

mengarah pada kurangnya efektivitas dan efisiensi kerja para pegawai, diantaranya adalah 

fungsi pembagian tugas yang tidak merata. Pembagian tugas yang tidak merata antara 

pegawai satu dengan yang lainnya, pembagian tugas tersebut tidak disamaratakan dan tidak 

seimbang sehingga tugas-tugas tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik. Ruang lingkup 

batas tugas pekerjaan serta tanggung jawab dan wewenang yang kurang seimbang antar 

pegawai, kurang seimbangnya tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki para pagawai. 

Sering terjadi pelimpahan tugas yang menyebabkan ruang lingkup tugas tersebut tidak 

seimbang.  

Pelimpahan tugas sering terjadi kepada pegawai non ASN, pegawai non ASN di 

berikan tugas untuk mengerjakan tugas pokok dan fungsi ASN, sehingga pegawai non ASN 

sering melakukukan dua pekerjaan sekaligus.  Oleh karena itu prosedur pembagian tugas 

pada Sekretariat DPRD Ponorogo perlu dirumuskan agar setiap unit atau bagian memiliki 

tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan fungsinya. Pembagian tugas yang baik 

akan membantu memperlancar arus kerja, meningkatkan produktivitas, dan menghindari 

tumpang tindih tanggung jawab antar pegawai. 



 

 

B. Rumusan Masalah 

Melalui latar belakang yang sudah dijabarkan sebelumnya, rumusan masalah yang 

didapatkan antara lain: 

1. Bagaimana dampak pembagian tugas yang tidak merata terhadap efektivitas dan 

efisiensi kerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimanakah model pembagian tugas yang ideal di Sekretariat DPRD Kabupaten 

Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Merumuskan prosedur pembagian tugas yang lebih baik agar setiap unit atau bagian 

memiliki tanggung jawab sesuai dengan fungsinya. 

2. Model pembagian tugas yang ideal di Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo 

haruslah mengutamakan efisiensi, koordinasi yang baik dan tanggung jawab yang 

jelas agar pekerjaan bisa berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu. 

D. Manfaat 

Meskipun masalah dalam pembagian tugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo 

dapat menimbulkan tantangan, penyelesaiannya dapat memberikan manfaat yang signifikan, 

antara lain: 

1. Peningkatan Efektivitas Kerja: 

Dengan merumuskan prosedur pembagian tugas yang lebih baik, akan tercipta 

keseimbangan dalam penugasan, meningkatkan fokus, dan memastikan tugas dapat 

diselesaikan dengan efektif. 

2. Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya: 

Pembagian tugas yang terstruktur membantu mengoptimalkan pemanfaatan sumber 

daya, mengurangi kelebihan beban pada beberapa pegawai, dan meningkatkan 

efisiensi penggunaan tenaga kerja. 

 

 

 

 



 

3. Peningkatan Produktivitas: 

Prosedur pembagian tugas yang baik dapat meningkatkan produktivitas pegawai 

karena setiap individu dapat fokus pada tanggung jawabnya masing-masing tanpa 

tumpang tindih. 

4. Peningkatan Kualitas Keputusan: 

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang batas tugas dan tanggung jawab masing-

masing pegawai, pengambilan keputusan dapat menjadi lebih terfokus dan efektif. 

5. Meningkatkan Kepuasan Pegawai: 

Pembagian tugas yang adil dan terstruktur dapat meningkatkan kepuasan pegawai, 

mengurangi stres, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. 

6. Meningkatkan Koordinasi dan Kolaborasi: 

Dengan pembagian tugas yang jelas, kolaborasi antar pegawai menjadi lebih efisien, 

meningkatkan koordinasi antar tim atau unit kerja. 

Dengan merumuskan solusi untuk masalah pembagian tugas, organisasi dapat mencapai 

tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi karena pegawai dapat bekerja lebih efektif dan efisien 

dalam jangka panjang. 

E. Definisi Konsep 

Pembagian tugas merupakan aspek krusial dalam suatu organisasi yang bertujuan 

untuk mengoptimalkan kinerja dan mencapai tujuan bersama. Dengan jelasnya tugas yang 

diberikan kepada setiap individu atau unit, dapat dihasilkan efisiensi dan tanggung jawab 

yang terarah. Proses ini melibatkan identifikasi peran, tanggung jawab, dan kewenangan 

masing-masing anggota tim atau departemen sesuai dengan keahlian dan kompetensi mereka. 

Pembagian tugas yang baik juga mempertimbangkan keseimbangan beban kerja, memastikan 

bahwa setiap anggota memiliki tugas yang sesuai dengan kapasitas dan potensinya. Selain itu, 

mekanisme komunikasi yang efektif perlu diterapkan untuk memastikan pemahaman yang 

jelas terkait dengan setiap tugas. Dengan demikian, pembagian tugas bukan hanya merinci 

pekerjaan, tetapi juga menciptakan landasan yang solid untuk kolaborasi dan pencapaian 

tujuan organisasi secara optimal. 

 



 

 

F. Kajian Teori 

Terdapat beberapa konsep dan teori yang relevan untuk memahami permasalahan 

yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo. Berikut adalah beberapa kajian 

teori yang dapat menjadi landasan untuk penelitian ini: 

1. Efektivitas Dan Efisiensi Organisasi  

 

a. Pengertian efektivitas  

Dalam setiap proses kegiatan untuk mencapai tujuan, pasti mempunyai 

prinsip. Prinsip tersebut adalah memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara 

efektif dan efisien. Keberhasilan suatu sistem kerja guna mencapai tujuan sering 

diukur dari tingkat efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan sumber daya 

yang dimiliki, karena efektivitas kerja menjadi tuntutan setiap pencapaian tujuan. 

Penulis disini akan mengutipkan pendapat-pendapat mengenai efektivitas kerja. 

Efektivitas kerja terdiri dari kata efektivitas dan kerja.  

Menurut Kurniawan (2005:109) “efektivitas adalah kemampuan melaksanakan 

tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau 

sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya”.  

Menurut Siagian (2007:24) mengemukakan bahwa, efektivitas kerja adalah 

penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya yang telah ditetapkan, artinya apakah 

pelaksanaan kerja suatu tugas dinilai baik atau tidak itu tergantung pada bilamana 

tugas itu diselesaikan, dan tidak terutama menjawab bagaimana cara 

menyelesaikan, melaksanakan, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk itu. 

 

b. Pengertian Efisiensi  

Setiap kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran, diperlukan 

adanya efisiensi dalam melakukan suatu pekerjaan agar tercapainya sasaran 

tersebut sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dengan tepat. Penulis disini 

akan mengutip pendapat-pendapat dari para ahli tentang efisiensi. Dalam kamus 

besar pengertian efisiensi adalah kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan 

tepat (dengan tidak membuang-buang waktu,tenaga dan biaya).  

Menurut Sedarmayanti (2014:22) Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan 

sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber 



 

daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai 

dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.  

Menurut Dearden yang di terjemahkan oleh Agus Maulana dalam bukunya 

yang berjudul “Sistem Pengendalian Manajemen”, pengertian efisiensi adalah 

kemampuan suatu unit organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, 

efisiensi selalu dikaitkan dengan tujuan organisasi yang harus dicapai oleh 

instansi”. (Agus Maulana, 2005:46). 

 

2. Struktur Organisasi.  

Struktur organisasi adalah kerangka atau susunan yang menetapkan cara suatu 

organisasi mengorganisir dan mendistribusikan tanggung jawab, wewenang, serta 

komunikasi di antara anggota-anggotanya. Koontz & Donnel dalam Malayu S.P 

(2010:25) mengemukakan bahwa Organisasi adalah pembinaan hubungan wewenang 

dan dimaksudkan untuk mencapai koordinasi yang struktural, baik secara vertikal, 

maupun secara horizontal diantara posisi – posisi yang telah diserahi tugas – tugas 

khusus yangdibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi organisasi adalah 

hubungan structural yang mengikat / menyatukan perusahaan dan kerangka dasar 

tempat individu – individu berusaha, dikoordinasi”. Menurut Stephen Robbins 

(2008:214) struktur organisasi adalah menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, 

dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal”. 

(Robbins dan Coulter, 2007:284). Struktur organisasi menjelaskan bagaimana 

tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Struktur 

organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan 

diantara fungsi, bagian atau posisi maupun orang-orang yang menunjukkan tugas, 

wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Kerangka 

kerja organisasi tersebut disebut sebagai desain organisasi (organizational design) dan 

bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi 

(organizational structure). Struktur organisasi mengindikasikan alur perintah yang 

mengindikasi jabatan pekerjaan yang harus dipertanggung jawabkan oleh masing-

masing tipe karyawan. Struktur organisasi berfungsi sebagai alat untuk membimbing 

ke arah efisiensi dalam penggunaan pekerja dan seluruh sumber daya yang 

dibutuhkan dalam meraih tujuan organisasi. 



 

Struktur organisasi merupakan deskripsi bagaimana organisasi membagi tugas 

dan pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan serta mengatur siapa yang 

mengerjakan tugas dan pekerjaan, selain itu dalam struktur organisasi 

menggambarkan kedudukan dan jenis wewenang pejabat dan juga hubungan secara 

internal maupun eksternal. 

 

 

G. Metode Penelitian  

 

1. Jenis Penelitian  

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif-kualitatif difokuskan pada 

permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, 

wawancara, dan mepelajari dokumen-dokumen. Dipilihnya metode ini sebagai salah satu 

metode penulisan guna memperoleh gambaran di lapangan.  

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di sekretariat DPRD Kab. Ponorogo pada tahun 2023. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang di butuhkan, penulis menggunakan 

metode sebagai berikut : 

a. Observasi  

Peneliti melakukan observasi secara partisipatif di mana peneliti turut serta dalam 

situasi yang diamati. 

b. Metode Studi Pustaka  

Dalam metode ini, peneliti melakukan review terhadap literatur yang telah ada, 

termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber lainnya untuk mendapatkan 

pemahaman mendalam tentang isu yang sedang diteliti. 

c. Metode Wawancara  

Metode wawancara peniliti lakukan terhadap beberapa pegawi non ASN yang bekerja 

di Sekretariat DPRD ponorogo, guna mendapatkan masukan kritik serta saran. 

 

4. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ini menggabungkan metode observasi dan 

wawancara untuk memastikan validitas dan keandalan temuan, peneliti membandingkan 

data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

 

 

 

 



 

5. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu 

peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan 

analisis. Proses analisis dalam penelitian model ini dilakukan dengan empat tahap, yaitu: 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data di lapangan dengan 

menggunakan teknik observasi dan wawancara, peneliti melakukan pencatatan dari 

hasil observasi serta wawancara terhadap pegawai non ASN. 

 

b. Reduksi Data 

Setelah data terkumpul maka peneliti melakukan reduksi data, guna memilih data 

yang relevan dan bermakna. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, 

serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik 

kesimpulan. 

 

c. Penyajian data  

Penyajian data peneliti lakukan dengan bentuk tulisan, kata kata, gambar, dan tabel. 

Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat 

menggambarkan keadaan yang terjadi. 

 

d. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya 

proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil 

kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil 

kesimpulan akhir. 

 

 

 

 



 

BAB II 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Umum 

 

Struktur organisasi dalam Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini : 

 

 

 
 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo.  

 

B. Pembahasan 

Agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab pekerjaan maka perlu dibuatkan 

struktur organisasi, menurut Hasibuan (2011:128) struktur organisasi adalah suatu gambar 

yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan dan jenis 

wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, 

rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Sedangkan menurut Siswanto (2005:85) 

struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi 
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atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga 

menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja.  

Mekanisme Koordinasi Antar Bagian 

Menurut Ndraha “koordinasi melekat menjadi fungsi organisasi, begitu suatu organisasi    

dibentuk atau terbentuk maka koordinasi internal maupun koordinasi eksternal harus berjalan. 

Koordinasi juga merupakan syarat mutlak untuk menjamin agar semua kegiatan kerja dalam 

organisasi dapat berjalan dengan harmonis dan efesien”. (Ndraha, 2003:290) Definsi   

selanjutnya   mengenai   koordinasi   adalah definisi yang diberikan oleh Manullang (2008) 

yaitu: “Koordinasi  adalah  usaha mengarahkan kegiatan seluruh    unit-unit    organisasi    

agar    tertuju    untuk memberikan    sumbangan semaksimal    mungkin    untuk mencapai  

tujuan  organisasi  secara  keseluruhan dengan adanya  koordinasi  akan  terdapat  keselarasan  

aktivitas diantara   unit-unit organisasi   dalam mencapai   tujuan  organisasi” (Manullang, 

2008:72). Untuk memastikan terciptanya koordinasi yang baik, diterapkan mekanisme 

koordinasi rutin antar bagian. Pertemuan koordinasi, baik secara formal maupun informal, 

dijadwalkan secara berkala guna memastikan saling informasi dan sinkronisasi dalam 

melaksanakan tugas masing-masing. Koordinasi ini juga menjadi wadah untuk berbagi 

pengalaman dan pemahaman terkait isu-isu yang berkaitan dengan tugas masing-masing. 

Peningkatan Efisiensi Operasional 

Menurut Agus Maulana “pengertian efisiensi adalah kemampuan suatu unit organisasi 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan, efisiensi selalu dikaitkan dengan tujuan organisasi 

yang harus dicapai oleh instansi”. (Agus Maulana, 2005:46) Melalui prosedur pembagian 

tugas yang telah ditetapkan, terlihat peningkatan efisiensi operasional secara keseluruhan. 

Penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas meminimalkan potensi tumpang tindih dan 

memungkinkan staf fokus pada bidangnya masing-masing. Ini juga memberikan landasan 

bagi pengembangan kompetensi dan keahlian yang lebih spesifik sesuai dengan tugas yang 

diemban. 

 

Sinergi Antara Bagian 



 

Menurut James A.F. Stoner (1996:105) “Pembagian tugas adalah penjabaran tugas yang 

harus dikerjakan sehingga setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab untuk dan 

melaksanakan seperangkat aktivitas tertentu dan bukan keseluruhan tugas.” Menurut Abdul 

Syani (1997:85) “Pembagian tugas adalah pemecahan tugas dengan demikian rupa sehingga 

setiap orang atau karyawan dalam organisasi bertanggungjawab dan melaksanakan aktivitas 

tertentu saja. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, tercipta sinergi yang kuat antara 

berbagai bagian di Sekretariat DPRD. Setiap bagian dapat fokus pada perannya masing-

masing tanpa adanya kebingungan terkait tugas dan tanggung jawab. Hal ini menciptakan 

lingkungan kerja yang harmonis dan mendukung produktivitas tinggi. 

Pengoptimalan Sumber Daya 

Proses pembagian tugas ini juga mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang 

tersedia dan meingkatkan kinerja organisasi, kinerja sebagai gambaran tingkat pencapaian 

pelaksanaan kegiatan, program serta kebijakan dengan menggunakan sejumlah sumber daya 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sembiring 2012:81). Dengan menempatkan 

staf sesuai dengan keahlian dan spesifikasi tugasnya, efisiensi operasional ditingkatkan. Hal 

ini dapat tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat 

DPRD kepada anggota DPRD dan masyarakat. 

Kesesuaian dengan Tujuan Strategis 

Prosedur pembagian tugas di Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo dirancang untuk 

mendukung pencapaian tujuan strategis lembaga. Melalui penekanan pada tanggung jawab 

masing-masing bagian, prosedur ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan 

memiliki relevansi dengan visi dan misi DPRD Kabupaten Ponorogo. 

 

 

 

 

 



 

C. Hasil 

Setelah penulis melakukan penelitian Namun pada penerapannya masih terjadi 

masalah yang sering muncul yakni sering terjadinya pelimpahan tanggung jawab dari 

pegawai ASN ke pegawai non ASN, masalah ini terjadi karena belum terbentuknya tugas 

pokok dan fungsi pada pegawai non ASN, oleh sebab itu pegawai non ASN sering diberikan 

beberapa tugas sekaligus sehinga menghambat kelancara operasional dalam organisasi, beban 

kerja yang tidak merata menyebabkan dampak yang siknifikan terhadap organisasi maupun 

individu pegawai.  

Oleh sebab itu penulis mengusulkan pembentukan TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

terutama untuk pegawai non ASN dengan rancangan bagan dibawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Prosedur Pembagian Tugas. 

Dengan terbentuknya tugas pokok dan fungsi pegawai diharapkan mampu 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dalam organisasi,   dalam proses pembagian 

tugas, setiap bagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo telah ditetapkan dengan jelas 

mengenai tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya, Bagian Perundang-undangan 

bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian dan kepatuhan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, sementara Bagian Administrasi menyelenggarakan 

kegiatan administratif dan mendukung proses pengelolaan data anggota DPRD. 



 

 

BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Penerapan prosedur pembagian tugas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo 

menjadi langkah strategis yang mendukung kelancaran operasional lembaga legislatif ini. 

Melalui penetapan tanggung jawab masing-masing bagian, mekanisme koordinasi yang efektif, 

dan fokus pada peningkatan efisiensi operasional, prosedur ini memberikan dampak positif yang 

dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

Proses pembagian tugas berhasil menciptakan keterpaduan fungsional antar bagian di 

Sekretariat DPRD. Setiap bagian dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan peran dan 

tanggung jawabnya, mengarah pada pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi yang lebih 

terkoordinasi. Peningkatan efisiensi operasional terlihat melalui pengoptimalan sumber daya 

manusia dan materiil. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, staf dapat fokus pada 

bidangnya masing-masing, menghindari tumpang tindih tugas, dan menghasilkan kinerja yang 

lebih produktif. Mekanisme koordinasi yang terintegrasi secara rutin antar bagian membentuk 

fondasi koordinasi yang baik. Pertemuan berkala memungkinkan pertukaran informasi, 

pengalaman, dan pemahaman yang mendalam, menciptakan sinergi di antara staf dari berbagai 

bagian. Kesesuaian prosedur pembagian tugas dengan tujuan strategis Sekretariat DPRD 

Kabupaten Ponorogo menjadi poin penting. Penetapan tanggung jawab dan fokus pada visi 

lembaga memastikan setiap kegiatan dan inisiatif mendukung pencapaian sasaran jangka 

panjang. Melalui implementasi prosedur pembagian tugas ini, Sekretariat DPRD Kabupaten 

Ponorogo telah mencapai langkah signifikan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan 

kualitas pelayanan. Dengan kesinambungan dan evaluasi berkala, diharapkan lembaga ini dapat 

terus berkembang dan berkontribusi positif dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD serta 

kepentingan masyarakat Kabupaten Ponorogo secara keseluruhan.  

 

 

 



 

 

 

B. Saran  

Menerapkan implementasi sistem monitoring dan evaluasi secara berkala dapat 

membantu mengidentifikasi potensi permasalahan dan memastikan kinerja setiap bagian sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. Diperlukan juga upaya peningkatan kompetensi dan 

keterampilan staf melalui pelatihan rutin agar dapat menghadapi tuntutan pekerjaan yang 

semakin kompleks. Terakhir, pentingnya adanya mekanisme umpan balik dari anggota 

sekretariat untuk memastikan bahwa setiap perubahan atau penyempurnaan prosedur dapat 

responsif terhadap kebutuhan dan dinamika lingkungan kerja. 
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Kesimpulan

       Proses pembagian tugas berhasil menciptakan keterpaduan fungsional antarbagian di Sekretariat 

DPRD. Setiap bagian dapat beroperasi secara optimalsesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, 

mengarah pada pelaksanaan tugas danfungsi legislatif yang lebih terkoordinasi. Peningkatan efisiensi 

operasionalterlihat melalui pengoptimalan sumber daya manusia dan materil. Dengan 

adanyapembagian tugas yang jelas, staf dapat fokus pada bidangnya masing-masing,menghindari 

tumpang tindih tugas, dan menghasilkan kinerja yang lebihproduktif. Mekanisme koordinasi yang 

terintegrasi secara rutin antar bagianmembentuk fondasi koordinasi yang baik. Pertemuan berkala 

memungkinkanpertukaran informasi, pengalaman, dan pemahaman yang mendalam, 

menciptakansinergi di antara staf dari berbagai bagian. Kesesuaian prosedur pembagiantugas dengan 

tujuan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo menjadi poinpenting. Penetapan tanggung 

jawab dan fokus pada visi lembaga memastikan setiapkegiatan dan inisiatif mendukung pencapaian 

sasaran jangka panjang.

Hasil

      Pembagiantugas pada sekretariat DPRD kabupaten. Memaksimalkan sumber 

daya manusia denganmenetapkan peran dan tanggung jawab yang sesuai 

dengan keahlian dan keterampilanpegawai ASN dan NON ASN, sehingga setiap 

anggota tim dapat memberikan kontribusimaksimal.Tumpang tindih tanggung 

jawab pekerjaan sering terjadi karena belum terbentuknya tugas pokok dan 

fungsi (tupoksi), terutama tupoksi untuk pegaiwai non ASN, maka dari itu 

perlu dibentuk tupoksi untuk non ASN,dengan dibentuknya topoksi akan 

menjadikan pembagian tugas pegawai non ASN menjadi jelas. Dengan 

dibentuknya tugas pokok dan fungsi pegawai non ASN akan membetuk garis 

batas tugas yang jelas terhadap pegawai, sehingga pelimpahan tugas serta 

tanggung jawab tidak akan terjadi lagi, dengan begitu akan meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas kerja dalam organisasi.

Tugas Pokok dan Fungsi Non ASN

Tugas Pokok dan Fungsi

ASN

Kepala Bagian

Staf ASN

NON ASN

Sekretaris DPRD Kabupaten Ponorogo

Kepala Sub Bagian

 Metode Penelitian

 Metode penelitian ini menggunakan deskriptif-

kualitatif, difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang 

dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan 

mepelajari dokumen-dokumen. Dipilihnya metode ini sebagai 

salah satu metode penulisan guna memperoleh gambaran di 

lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di sekretariat DPRD Kab. 

Ponorogo pada tahun 2023. Keabsahan data dalam penelitian ini 

menggabungkan metode observasi dan wawancara untuk 

memastikan validitas dan keandalan temuan, peneliti 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara di lapangan.

Latar Belakang

   Terdapat beberapa indikasi yang mengarah pada kurangnya 

efektivitas dan efisiensi kerja para pegawai, diantaranya adalah 

fungsi pembagian tugas yang tidak merata. Pembagian tugas yang 

tidak merata antara pegawai satu dengan yang lainnya, pembagian 

tugas tersebut tidak disamaratakan dan tidak seimbang sehingga 

tugas-tugas tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik. Ruang 

lingkup batas tugas pekerjaan serta tanggung jawab dan 

wewenang yang kurang seimbang antar pegawai, kurang 

seimbangnya tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki para 

pagawai. Sering terjadi pelimpahan tugas yang menyebabkan 

ruang lingkup tugas tersebut tidak seimbang.
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